GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR *T TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

a .bahwa dalam rangka mendorong transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna
mengadakan tertip administras! pengellolaan kas maka
perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan
transasksi non tunai;

.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk

melaksanakan Kketentuan pasal 3 Peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggara nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 maka perlu menetapakan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan
Transasksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara.

:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-
Undanng Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
8 Tahun 2008 tentang Pokok-Poko Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2017 Nomor 10);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI
NON TUNAI PADA PEMERINTAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.



10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah  Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Keija
Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;



15.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk
mendanai kegiatan;

16. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang danannya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan;

17. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan danannya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan;

18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD kepada pihak ketiga;

19. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB Il
TUJUAN
Pasal 2

Pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara bertujuan untuk :

1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

2. Mencegah transaksi illégal (korupsi);

3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

BAB llI
TRANSAKSI NON TUNAI
Pasal 3

Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran



Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya
melalui aplikasi Satker Online yang dibangun oleh Bank Sultra.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Pelaksanaan transaksi non tunai pada SKPD meliputi seluruh transaksi :

a. Penerimaan daerahn yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/
bendahara penerimaan pembantu dan;

b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu.

PENERIMAAN DAERAH
Pasal 5

Semua perimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara
penerimaan/bendaharan penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 huruf a, langsung di setor ke rekening Kas Daerah.

PENGELUARAN DAERAH
Pasal 6

(1) Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagiaman dimaksud
dalam pasal 4 huruf b meliputi :

a. Uang Persediaan (UP); dan
b. Ganti Uang (GU).

(2 Bendahara pengeluaran melakukan pencairan uang persediaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 50 % ( lima puluh
persen) darijumlah uang persediaan pada SKPD.

BESARAN PEMBAYARAN NON TUNAI
Pasal 7

(1) Semua pengeluaran yang bersumber dari APBD dilakukan pembayaran non
tunai.

(2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai
berikut :
a. Untuk pembayaran <Rp. 5.000.000, dibayar secara tunai.
b. Untuk pembayaran > Rp. 5.000.000, dibayar non tunai.

(3 Transaksi Tambahan Uang Persediaan secara keseluruhan dilaksanakan
dengan transaksi Non Tunai.



(4) Transaksi LS meliputi belanja modal, belanja barang dan jasa yang di pihak
ketigakan termasuk perjalanan dinas terkait rapat koordinasi/ konsultasi,
dan belanja pegawai.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal £ - 2- 2018

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Dt>a.Uma,\AW  kecala $PkXQ

fcUIAfItylAl SH MH 3 1

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 6-2-- 2018

H.M SALEH LASATA

SEKRETARISY'D £ARAH PROVINSI

SULAW/sK cENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS,

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR



